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PUTUSAN
Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

ﬁ;)ﬂ\ C)AAJM 413\(“.“

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan urusan rumah
tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
alamat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di alamat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2022,
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal

22 November 2022 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tanggal 11 November 1997, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.
sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 365/20/X1/1997
bulan Maret 2011,

2. Bahwa setelah pemikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di alamat, selama 1 tahun, kemudian pindah

dirumah orang tua Tergugat di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito, selama
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2 bulan, kemudian pindah lagi diumah orang tua Penggugat di Desa

Bubode, Kecamatan Tomilito. selama berumah tangga Penggugat dan

Tergugat hidup rukun dan harmonis telah bergaul layaknya suami istri

(bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, 1 orang anak Perempuan

yang bemama Anak | umur 24 tahun, dan 1 orang anak laki-laki yang

bernama Anak Il umur 6 tahun, dan saatini di asuh oleh Penggugat;

3. Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2020 rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah
4.1 Bahwa Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk berat

karena minuman keras;

4.2 Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga
dengan cara menampar pipi Penggugat hingga memar dan pusing,
Tergugat melakukan hal tersebut karena Tergugat marah kepada
Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja cari uang untuk
kebutuhan sehari-hari;

4.3 Bahwa Tergugat sering memaki Penggugat dan berkata-kata kasar
kepada Penggugat;

4.4 Bahwa selama pisah rumah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah
lahir maupun batin;

5. Bahwa puncak perselishan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 yang mengakibatkan Penggugat
dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa
Dambalo, Kecamatan Tomilito, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di
rumah orang tua Penggugat di alamat;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat,
sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi
mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

7. Bahwa Penggugat tidak lagi maminta ataupun menuntut hak - hak

Penggugat baik nafkah anak, nafkah iddah, maupun nafkah mutah dari
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Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan
Agama Kwandang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah

datang menghadap di persidangan dan telah diperiksa identitas dirinya, dan

ternyata sesuai dengan surat gugatan, sedangkan Tergugat tidak pernah

datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

menghadap sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat

panggilan (relaas) Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 23 November 2022

dan Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 30 November 2022 yang

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
menghadap meskipun telah secara resmi dan patut, selanjuthya dimulai
pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan
tujuannya dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perubahan gugatan yaitu
posita nomor 3 tentang mulai perselishan dan pertengkaran yang benar dimulai
sejak awal pernikahan dan petitum nomor 5 tentang Penggugat dan Tergugat
yang benar mulai pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti berupa:
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A.Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan
oleh Kantor Umusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo
Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.Saksi
1.Saksi | umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani
tempat tinggal di Alamat, hubungan saksi dengan Penggugat adalah
sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan
Tergugat bernama Tergugat;

- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di
rumah orang tua Penggugat sampai akhimya Penggugat dan Tergugat
pisah rumah;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan
harmonis, akan tetapi kemudian mulai sering berselisih dan bertengkar;

- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung
Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bahkan Tergugat
sampai memukul Penggugat;

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah Tergugat suka memukul dan Tergugat tidak
memberikan nafkah;

- bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di
Papua sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang twa
Penggugat;
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- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak
pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun
kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.Saksi Il, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT,
tempat tinggal di alamat, hubungan saksi dengan Penggugat adalah
sebagai tante Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan
Tergugat bernama Tergugat;

- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri;

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di
rumah orang tua Penggugat sampai akhimya Penggugat dan Tergugat
pisah rumah;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan
harmonis, akan tetapi kemudian mulai sering berselisih dan bertengkar;

- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung
Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah Tergugat suka mabuk, tergugat suka memuku, dan
Tergugat tidak memberikan nafkah;

- bahwa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah
rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat
tinggal di Papua, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di umah orang
tua Penggugat;

- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak
pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun

kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh
karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan
bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara
yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, maka perkara ini menjadi
wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 23 November 2022 dan Nomor
258/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 30 November 2022 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh
suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;
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Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum
Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 55 yang diambil alih
menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

Al 438) Sla dpe 5l Dlsisl Doah H0a8 Ol
Artinya:
Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan
dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur
mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah
berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah
tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu
perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan
secara verstek sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan yang dapat
dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara verstek dalam perkara
perceraian tetap melalui proses pembuktian sebagaimana Pasal 22 Ayat 2
Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1975 (Vide SEMA Nomor 1 Tahun 2015),
oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan
dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada
Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap
Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mengubah gugatannya,

yaitu posita nomor 3 tentang mulai perselishan dan pertengkaran yang benar
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dimulai sejak awal pernikahan dan petitum nomor 5 tentang Penggugat dan
Tergugat yang benar mulai pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2016, Majelis
Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan dapat dilakukan sepanjang
tidak merugikan pihak Tergugat atau sebelum Tergugat mengajukan jawaban,
dan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga
tidak mengajukan jawaban, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk
mengabulkan perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk
mengubah gugatannya pada posita nomor 3 dan 5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat,
Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama
Penggugat dan Tergugat telah bermaterei cukup, dinazegelen, dan cocok
dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11
November 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870
KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (Saksi I) dan Saksi 2 (Saksi II) sudah
dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehinggal memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang
terjadi secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk
dan Tergugat suka memukul sehingga Penggugat dan Tergugat sudah selama
7 (tujuh) tahun pisah rumah dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami
isti dan telah didamaikan namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat
sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai bukti;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua
orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat telah terbukti fakta berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah
pada tanggal 11 November 1997 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

2. bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah
orang tua Penggugat sampai akhimya Penggugat dan Tergugat pisah
rumah;

3. bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun
dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat mulai sering
berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk
dan Tergugat suka memukul;

4. bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 16
(enam belas) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan
saat ini Tergugat tinggal di Papua, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di
rumah orang tua Penggugat;

5. bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan
hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

6. bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga,
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, disimpulkan fakta
hukum sebagai berikut:
1.bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2.bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus
menerus yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan Tergugat suka
memukul sehingga Penggugat dan Tergugat selama 16 (enam belas) tahun
pisah rumah dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, serta

telah didamaikan namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 Ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 Huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa “salah satu
alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 dikorelasikan dengan
norma hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa frekuensi
pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat
dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi
sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens, dan tidak
kunjung selesai sampai terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian
berakhir dengan perpisahan sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan
keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dinasihati baik oleh para saksi
maupun oleh majelis dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, sehingga
sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali
dengan Tergugat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang sudah
retak (syigag, broken marriage), yang retaknya telah sampai ketahap tidak
adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat
dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai
suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat
kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap
akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan

memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk
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kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan
dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan
cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran
rumah tangga”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk
hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral
(mitsagan ghalidzan) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah
mawadah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.
Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri
harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik
(mu'asyarah bi al-ma'ruf), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling
menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik
antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis
hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat rentetan kasus yang
terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menghilangkan rasa
cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan
sulituntuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud
maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi
Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharanya lebih besar daripada
kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan
perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu
tetap pecah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikain, maka hukum harus
memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik/persoalan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat. Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam
telah memberikan jalan keluar mengenai konflik yang terjadi dalam rumah

tangga, yaitu agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai
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(hakam) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya,
dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya
tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Ayat 1 Kompilasi
Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya
menasihat Penggugat, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim
berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik dalam
menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surah An-Nisa’ Ayat 35 dan Surah Ar-Rum Ayat 21

2. Hadis
il e ol ad Gl e e e Ul Lea g ) llasl el Lal
aaal
Artinya:

Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada alasan
(syarf), maka haram baginya bau surga;
3. Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman 248 yang diambil alih menjadi

pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:
ool Gl el dasll A anldl) ol e cad 3
Jae s Legllial (Cp 5diall ol dze Glay ¥ Las £lAY) IS
Artinya:
Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau
karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi
diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak
mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada
istrinya;
4. Kaidah fighiyah yang berbunyi:
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Fhad cla Je adie aulidl ¢ )0

Artinya:
Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.
5. Kitab Mada Hurriyah Az-Zaujaini fi At-Talak fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah

Halaman 83

flj 2_\;_9)“ 31:\;]‘ k_!‘)la.s'a:\ O éM\ ?Um em‘n\g‘ Ju;\ .J§_9
ol aal e aSan o) elma el OY zay s e
Ly 058 By Al =55 oLl Al 13y ysall aull
aaall 13 e galldll diu (8 e e A el cilsi Y
Artinya:

Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah
bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana
ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan
pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam
penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang
bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk
mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam
nereka yang tidak ada jalan keluarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum
nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pemah menjatuhkan talak

sebelumnya, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3, maka sesuai ketentuan
Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat 1 dan 2 RBg., Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp530.000,00 (Lima ratus Tiga puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilula 1444 Hijriyah oleh kami
Rajabudin, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I
serta Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari it
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi olen Hakim Anggota dan
dibantu oleh Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Muhammad Taufiqullatif, S.H.I Rajabudin, S.H.I.
Hakim Anggota,

Arsha Nurul Huda, S.H.
Panitera Pengganti,

Maryam Usman, A.Md., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp60.000,00
3. Panggilan : Rp400.000,00
4. PNBP : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Materai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp530.000,00

(Lima ratus Tiga puluh ribu rupiah)
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